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ABSTRACT
The study was intended to analyze lien pawn products by murtahin in Jamur Jelatang. The methods in this study use qualitative methods the normative-approach. In this study the authors use primary and secondary sources of data. Primary data is data obtained from interviews with 3 people as rahin and 3 people as murtahin, while secondary data is data obtained from books, documents, journals and other data related to the study title. As for analyzing data, researchers use analitisis descriptive methods. . But when it comes to the benefits of the benefits of the liens (murtahin), if referred to the opinion of four individuals, property rights and benefits of the mortgage payments remain on the party of the pawnbroker (rahin). The liens (murtahin) have only the right to withhold their pawn and must not take advantage of the mortgaged items unless the mortgage is mortgaged (animal) and obtain a lease from the giver. Because the lien party is free to give permission to those who are recognized for use.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Desa Jamur Jelatang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 orang sebagai rahin dan 3 orang sebagai murtahin, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitisis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun terkait pengambilan manfaat barang yang digadaikan oleh pihak penerima gadai (murtahin) jika merujuk pada pendapat dari empat madzhab, maka hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (rahin). Pihak penerima gadai (murtahin) hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali apabila barang yang digadaikan berupa barang hidup (binatang) dan mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (rahin) maka boleh untuk memanfaatkannya. Karena pihak pemberi gadai (rahin) bebas untuk memberikan izin kepada siapa saja yang dikendaki untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.
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PENDAHULUAN
Menurut Adam Smith, manusia merupakan makhluk ekonomi atau homo economicus. Artinya, manusia merupakan makhluk ekonomi yang tidak akan pernah merasa cukup atau puas terhadap segala sesuatu yang telah diperolehnya serta ia akan selalu senantiasa berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara maksimal. Selain sebagai makhluk ekonomi, manusia juga merupakan makhluk sosial/social creature (Arifin, 2013 : 255).

Sebagai makhluk sosial, segala aktivitas hidupnya manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan segala urusannya ataupun untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam agama Islam sendiri juga telah mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu. Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya agar mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan cara tukar-menukar, sewa menyewa ataupun dengan cara yang lainnya. Salah satu bentuk dari tolong menolong ini dapat berupa pemberian ataupun dapat berupa pinjaman yang di dalam istilah perbankan syariah disebut dengan rahn/gadai (Achmad, 2015: 2).

[bookmark: _ftnref1]Dalam agama Islam, kata gadai berasal dari bahasa arab yaitu al-rahn yang artinya tetap. (Mulazid, 2016: 3). Dikatakan tetap karena barang gadai ada pada pihak pemberi pinjaman hingga utang dibayar. Gadai juga memiliki makna pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu. Gadai (rahn) juga diartikan sebagai menggadaikan atau merungguhkan, sebagaimana hadits Nabi mengatakan:

[bookmark: _ftnref2]“Dari Anas r.a bahwasanya ia berjalan menuju Rasulullah SAW membawa tepung gandum dan Rasulullah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi dengan mengambil gandum untuk keluarganya.” (HR. al-Bukhari) (Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman, 2017: 175).

Hadits diatas menyatakan bahwa menggadaikan harta dibenarkan atau dibolehkan walaupun kepada orang Yahudi. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan hartanya yaitu baju besi miliknya kepada orang Yahudi saat Beliau ingin membeli gandum untuk keluarganya namun Beliau tidak memiliki uang. Hadits diatas juga menjelaskan bahwa didalam perdagangan kita boleh membeli sesuatu dengan menangguhkan pembayarannya.


Secara istilah, rahn berarti menjadikan harta sebagai jaminan utang (jal al-mal wat suqah bi dayn). Sedangkan secara etimologis, rahn berarti tetap atau lestari. Makna dari kata tersebut adalah bahwasanya rahn menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai barang jaminan utang sampai waktunya orang yang bersangkutan mampu melunasi utangnya (Setiawan, 2017 : 45). 

Kata gadai bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat Desa Jamur Jelatang. Masyarakat Desa Jamur Jelatang sering mendengar kata gadai tersebut atau bahkan masyarakat Desa Jamur Jelatang juga berperan sebagai pelaku gadai itu sendiri. Masyarakat Desa Jamur Jelatang berasumsi bahwa proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam kepada lembaga pegadaian ataupun lembaga perbankan. 

Pada masyarakat di Desa Jarmur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terdapat praktek utang-piutang dengan menggunakan barang jaminan atau yang sering disebut dengan gadai (rahn). Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya pernikahan, dan biaya lainnya sehingga memaksa masyarakat tingkat ekonomi bawah untuk berhutang. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman, maka orang yang berhutang memberikan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya tersebut. Selama ini barang yang sering dijadikan sebagai barang jaminan adalah sepeda motor dan kebun miliknya. Adanya pihak pertama (rahin) yang meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua (murtahin) dengan memberikan sepeda motor atau kebun miliknya tersebut kepada pihak kedua (Observasi, Juni 2019).

Ketika rahin menyerahkan sepeda motor miliknya kepada murtahin, murtahin pun langsung memberikan sejumlah uang yang yang dipinjam oleh rahin. Selama sepeda motor berada ditangan murtahin, murtahin diperbolehkan untuk menggunakan sepeda motor tersebut. Dengan syarat segala biaya perawatan atau kerusakan ditanggung sepenuhnya oleh murtahin (Observasi, Juni 2019). Namun menurut pengamatan penulis ketika rahin menjadikan kebun miliknya sebagai barang jaminan atas hutangnya, terdapat hal yang dapat merugikan pihak rahin (penggadai). Karena murtahin sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih dari pada uang pokok yang dipinjamkan. Ketika rahin menggadaikan kebun miliknya maka kepemilikan kebun beserta manfaat dari kebun tersebut pindah menjadi milik murtahin. Selama rahin belum mampu melunasi utangnya, maka murtahin bisa mengambil manfaat dari kebun yang digadaikan. Itulah sebabnya dari proses gadai tersebut dapat merugikan pihak rahin dan menguntungkan pihak murtahin (Observasi, Juni 2019). 

Saat kebun milik rahin masih berada ditangan murtahin dan masih dimanfaatkan oleh murtahin pula, murtahin sama sekali tidak ada mengeluarkan biaya perawatan atas kebun yang digadaikan tersebut. Seperti biaya pemupukan, penyemprotan dan biaya lainnya. Murtahin semata-mata hanya menggarap hasil dari kebun yang digadaikan tersebut saja. Oleh karenanya murtahin akan tetap memperoleh uang pokok yang dipinjam oleh rahin dan mendapatkan pula keuntungan dari hasil memanfaatkan kebun tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis menemukan suatu problem dalam hal praktek gadai yang terjadi di masyarakat Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, di mana dalam proses praktek gadai tersebut terdapat penyalahgunaan akad dalam praktek gadai. Proses gadai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan gadai menurut aturan syariah. Seharusnya barang gadai itu tidak boleh di ambil manfaatnya oleh pihak murtahin. Hal itu ditakutkan akan menjerumus kearah riba (Observasi, Juni 2019).

Seperti yang dijelaskan dalam Fiqh sunnah, Sayid Sabiq berikut ini:
 “Akad rahn adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh rahin. Karena berarti utang yang memberikan keuntungan. Semua utang yang memberikan keuntungan, statusnya riba.” (Ash-Shan’ani, 2013 : 324). 

Fiqh sunnah yang ditulis oleh Sayid Sabiq di atas menjelaskan bahwasanya tujuan dari akad rahn itu sendiri adalah untuk menjamin kepercayaan dan jaminan dan transaksi utang-piutang bukan untuk dikembangkan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Walaupun murtahin (pihak yang menerima gadai) mendapatkan izin dari rahin (pihak yang menggadaikan) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut, tetap tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkannya. Karena setiap utang yang memberikan keutungan termasuk dalam riba (Ash-Shan’ani, 2013 : 324).

LANDASAN TEORI
Pengertian Gadai (Rahn)
Kegiatan transaksi gadai didalam Fikih Islam disebut dengan ar-rahn. Ar-rahn berasal dari Bahasa arab yaitu rahana-yarhanu-rahnan, yang memiliki arti menetapkan sesuatu (Pransiska & Alimansyah, 2011:106). Sedangkan secara bahasa, rahn adalah اَلثُّبُوْتُ وَالدَّوَام (ats tsubut wa ad dawam) yang bermakna tetap dan kekal, seperti dalam kalimat maun rahin yang bermakna air yang tenang. Pengertian tetap dan kekal merupakan makna yang terkandung dalam kata al-habsu, yang bermakna menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil, sehingga secara bahasa kata ar-rahn bermakna menjadikan sesuatu barang yang memiliki nilai materil sebagai pengikat atas sebuah utang. Sedangkan menurut istilah, gadai (rahn) adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan atas jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali setelah utang dibayarkan (Ali, 2008:1).

Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Al-Qur’an
 وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
Artinya:“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah 1:283)

Apabila kalian bepergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang-piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atas utang itu cukup menyerahkan gadai (jaminan) yang diterima oleh si pemberi hutang, sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab hutang melunasi hutangnya. Jika sebagian dari kalian percaya kepada yang lain maka tidak harus ada catatan, saksi atau jaminan. Ketika itu utang-piutang menjadi amanah yang harus dipikul dan dibayarkan oleh si penerima utang kepada si pemberi hutang. Dia harus takut kepada Allah dalam memikul amanah ini. Dia tidak boleh mengingkarinya sedikitpun. Jika dia mengingkarinya maka orang yang menyaksikan transaksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikannya. Barangsiapa menyembunyikan kesaksiannya maka sesungguhnya hatinya adalah hati yang jahat. Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat, tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian (Tafsir Al-Mukhtashar dan Markaz Tafsir Riyadh).

Ayat ini memerintahkan bahwa bagi siapa saja yang mengadakan sebuah perjanjian dan tidak menemukan seorang juru tulis (notaris), yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, maka hendaknya barang yang menjadi jaminan diserahkan kepada orang yang memeberi utang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga barang tersebut agar orang yang berhutang itu mampu untuk membayar utangnya (Haroen, 2015: 253). Dalam hal ini orang yang berutang adalah orang yag memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang orang yang memegang amanat barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Al-Hadits
Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi:
 “Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi.” (HR. Bukhari) ( Baqi, 2017 : 180).

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya apabila barang yang digadaikan berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak murtahin (penerima gadai) boleh menungganginya karena ia telah memberikan makan kepada hewan tersebut. Bahkan murtahin juga diperbolehkan untuk minum susu yang keluar dari hewan tersebut. Karena murtahin sudah merawatnya dengan memberi makan dan hidup kepada hewan tersebut( Baqi, 2017 : 180).



Ijma’
Jumhur ulama sepakat bahwa hukum gadai boleh. Hal tersebut berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seoarang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad SAW ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mau mengambil ganti ataupun harga yang di berikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka (Suhendi,, 2012 : 107).

Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)
Dalam melaksanakan transaksi gadai (rahn), ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu: rahin (pihak yang menggadaikan), murtahin (pihak yang menerima gadai), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang), shigat (ijab dan qabul) (Stedi, 2011: 27).
Adapun syarat-syarat sahnya akad gadai (rahn) adalah:

1. Orang yang bertansaksi (aqid)
Syarat-syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yang mengadakan transaksi), yaitu rahin (pihak pemberi gadai) dan murtahin (pihak penerima gadai) yang cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal. Namun atas pertimbangan tertentu wali boleh mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terhadap harta anak yang dalam penguasaannya seperti : dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan, pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan (gadai) mengandung kemaslahatan terhadap anak atau orang (Anshori, 2011 : 111).

2. Adanya barang yang digadaikan (marhun)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan atau barang yang menjadi jaminan oleh rahin adalah: dapat diserah terimakan, bermanfaat, milik rahin sepenuhnya atau tidak terikat dengan harta orang lain, jelas, dikuasai oleh rahin, harta yang tetap atau dapat dipindahkan, selain itu barang yang digadaikan haruslah barang yang dapat diperjualbelikan (Anshori, 2011: 111).


3. Utang (marhun bih)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk utang dalam gadai ini yaitu: penyebab diadakannya akad gadai adalah utang, utang yang diterima pihak yang berhutang dengan jaminan sudah tetap. utang itu tetap seketika atau yang akan datang oleh karenanya sah pada akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebab harga dalam masa khiyar, utang itu telah diketahui berupa benda, jumlah, dan sifatnya (Anshori, 2011 : 111).

4. Sighat
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sighat dalam gadai ini yaitu: sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu ataupun dengan sesuatu di masa depan, rahn memiliki sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu tidak boleh diikat dengan syarat tertentu ataupun dengan sesuatu di masa depan (Anshori, 2011 : 111).

Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)
Hak penerima gadai (murtahin), antara lain: (a). Penerima gadai (murtahin) berhak menjual barang yang digadaikan (marhun), apabila pemberi gadai (rahin) tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sebagian dari hasil penjualan harta benda gadai (marhun) tersebut, penerima gadai (murtahin) dapat mengambilnya sebagian yang digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada pihak pemberi gadai (rahin). (b). Penerima gadai (murtahin) berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda yang digadaikan (marhun). (c). Selama pinjaman (marhun bih) belum dilunasi oleh pemeberi gadai (rahin) maka pihak penerima gadai (murtahin) berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (rahin). Ini disebut dengan hak retentie (Achmad, 2015 : 33).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut: (a). Penerima gadai (murtahin) bertanggung jawab atas hilang atau menurunnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. (b). Penerima gadai (murtahin) tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya. (c). Penerima gadai (murtahin) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai (rahin) sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai (Suhendi, 2012 : 107).

Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)
Hak pemberi gadai (rahin) antara lain : (a). Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya. (b). Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai (rahin). (c). Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-baiaya lainnya. (d). Pemberi gadai (rahin) berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai (murtahin) diketahui menyalahgunakan harta benda gadaiannya (Suhendi, 2012 : 107).

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka munculah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu : (a). Pemberi gadai (rahin) berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai (murtahin). (b). Pemberi gadai (rahin) berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaiannya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai (rahin) tidak dapat melunasi uang pinjamannya (Suhendi, 2012 : 107).

Pemanfaatan Barang Gadai
Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:
1. Pendapat Ulama Syafi’iyah
Menurut ulama Syafi’iyah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Ifham Solihin bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (marhun) adalah pemberi gadai (rahin) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (murtahin)”(Ahmad Ifham Solihin, 2010 : 682).

Dasar hukum hal dimaksud adalah hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :
 “Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya.” (Hadits Shahih riwayat At-Tirmidzi).

Menurut Syafi’iyah, dari hadis tersebut murtahin boleh mengambil manfaat atas barang gadai, asal tidak mengurangi nilai marhun (borg). Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi borg untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik rahin, dan tidak ada kaitannya dengan utang.

2. Pendapat Ulama Malikiyah
Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh M Ahmad Ifham Solihin bahwa pihak yang menerima gadai (murtahin) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan: (a). utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan. (b). pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya. (c). jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal (Solihin, 2010 : 682).

3.	Pendapat Ulama Hanafiyah
[bookmark: _Hlk27304841]Ulama Hanafiyah seperti yang dikutip oleh M Ahmad Ifham Solihin bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba (Ahmad Ifham Solihin, 2010 : 682). Sedangkan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (murtahin) apabila telah mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (rahin) (Solihin, 2010 : 683). Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai berdasar Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari:

 “Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw.bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi”. (HR. Bukhari) (Baqi, 2017 : 182).


Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba (Haidar, 2019 : 75).

4.	Pendapat Ulama Hanabillah
Pendapat Ulama Hanabillah seperti yang dikutip oleh M Ahmad Ifham Solihin bahwa jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang (Ahmad Ifham Solihin, 2010 : 684). Ulama Hanabilah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW:
“Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum menanggung biaya hidupnya.” (HR. Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi) (Baqi, 2017 : 180).

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian aitu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya (Suhendi, 2012 : 108-109).

Waktu Dalam Perjanjian Gadai
Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh tempo membayar utang, maka pemilik barang gadai (rahin) wajib melunasinya dan penggadai (murtahin) wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Jika penggadai tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai itu dijual untuk menutupi utangnya. Jika dia tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksa untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadai. Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa utang, maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berutang (Idris, 2016 : 214).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yang dialami, rahin belum juga membayar utangnya padahal murtahin benar-benar memerlukan kembali piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seizin rahin. Hal ini dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama rahin dapat kelonggaran tenggang waktu (Idris, 2016 : 214). Menurut mayoritas fuqaha’, bila batas waktu pembayaran telah tiba, kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut dan penerima gadai berhak melakukannya. Dengan demikian, yang menentukan batas waktu pembayaran adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam akad gadai, tergantung pada kesepakatan rahin dan murtahin sehingga tercipta suatu akad perjanjian (Anshori, 2011 : 128).

Mengganti Barang Yang Digadaikan
Jika barang yang digadaikan rusak ditangan penerima gadai (murtahin) bukan karena keteledoran atau menyia-nyiakannya atau jika barang itu harganya lebih mahal dari utangnya atau harganya sama dengan utangnya, maka habislah utangnya dan murtahin tidak perlu menambah sisa harga barang itu. Jika barang itu lebih murah dari utangnya, maka besar utang yang seharga dengan barang itu habis, kemudian sisa utangnya harus dibayarkan oleh penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin). 

Sedangkan jika barang itu rusak atau hilang ditangan orang yang jujur, maka ditanggung sendiri oleh yang menggadaikan. Kalau hilang ketika berada pada penerima gadai, maka hal ini tidak bisa melepaskan utang. Artinya utang yang telah dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan harus dibayar juga. Seperti kambing yang digadaikan mati karena sakit, bukan karena orang yang memeliharanya (penerima gadai). Kematian kambing ini tidak menghilangkan utang orang yang menggadaikan harus membayar utangnya (Anshori, 2011 : 128).




Berakhirnya Akad Gadai
Barang gadai merupakan amanat yang ada ditangan pemegang gadai (murtahin), ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. Akad rahn dianggap berakhir antara lain apabila: (a). Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (rahin) dengan ikhtiarnya sendiri, maka akad rahn menjadi batal. (b). Rahin melunasi semua utangnya. (c). Waktu pelunasan yang disepakati telah jatuh tempo. (d). Barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin. (e). Pembebasan utang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh murtahin. (f). Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. (g). Rusaknya barang gadai tanpa sebab. (h). Memanfaatkan barang rahin dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak rahin maupun murtahin (Idris, 2016 : 214).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Lokasi atau tempat penelitian ini adalah Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang pernah atau bahkan sering terlibat dalam praktek gadai tersebut. Tiga orang diantaranya bertindak sebagai rahin (pihak yang menggadaikan) dan tiga orang lagi bertindak sebagai murtahin (pihak yang menerima gadai). 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan data-data lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Pengambilan informan untuk wawancara, peneliti menggunakan teknik puposive sampling yaitu memilih dan menentukan narasumber yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh penulis. 

Tabel 1. Daftar Narasumber
	No.
	Nama
	Status

	1.
	Sukino
	Penerima gadai (murtahin)

	2.
	Harun
	Penerima gadai (murtahin)

	3.
	Ponijan
	Penerima gadai (murtahin)

	4.
	Dewi Susana Herawati
	Pemberi gadai (rahin)

	5.
	Sasmita
	Pemberi gadai (rahin)

	6.
	Evi Sri Gunarti
	Pemberi gadai (rahin)


Sumber: Masyarakat Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajiand), dan Verifikasi atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme pelaksanaan gadai di Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten aceh Tamiang pada umumnya berawal dari pihak penggadai (rahin) mendatangi pihak penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menggadaikan sepeda motor atau kebun miliknya. Hak penguasaan/pemanfaatan dari barang yang digadaikan berada di tangan pihak penerima gadai (murtahin) sampai pihak pemberi gadai (rahin) mampu melunasi utangnya. Pembayaran utang berjangka waktu selama 1-2 tahun atau bahkan lebih. Apabila dalam waktu jatuh tempo pihak pemberi gadai (rahin) belum mampu melunasi utangnya maka pihak penerima gadai (murtahin) memberikan waktu tambahan kepada pihak pemberi gadai (rahin) sampai ia mampu melunasi utangnya. Akadnya gadai berakhir ketika pihak pemberi gadai (rahin) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam dan barang gadai juga langsung dikembalikan oleh murtahin kepada rahin.

Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun jika merujuk pendapat dari empat madzhab tersebut, maka hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (rahin). Pihak penerima gadai (murtahin) hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali apabila barang yang digadaikan berupa barang hidup (binatang) dan mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (rahin) maka boleh untuk memanfaatkannya. Untuk segala biasa perawatan atas barang yang digadakan juga menjadi tanggung jawab pemberi gadai (rahin) sepenuhnya.


KESIMPULAN
Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun terkait pengambilan manfaat barang yang digadaikan oleh pihak penerima gadai (murtahin), jika merujuk pada pendapat dari empat madzhab, maka hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (rahin). Pihak penerima gadai (murtahin) hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali apabila barang yang digadaikan berupa barang hidup (binatang) dan mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (rahin) maka boleh untuk memanfaatkannya. Karena pihak pemberi gadai (rahin) bebas untuk memberikan izin kepada siapa saja yang dikendaki untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.
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